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SALINAN

BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KONAWE SELATAN,
bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018
telah diatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta
masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan
masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang
oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan atas layanan yang diberikan oleh
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu melakukan
pengelolaan dan menindaklanjuti setiap  laporan
pelanggaran vyang terjadi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



Menetapkan

-4 -

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
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Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang
berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan
perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan, serta tindakan lain yang sejenis
berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

Pelapor Pelanggaran (whistleblowr) adalah pegawai/pejabat
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan
masyarakat;

Pengaduan adalah informasi yang clisampaikan oleh
Pelapor Pelanggaran (whistleblower) sehubungan dengan
adanya Pelanggaran;

Terlapor/ Teradu adalah pegawai/pejabat di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diduga
melakukan Pelanggaran;

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman
disiplin  sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk
menyampaikan pengaduan;

Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang
selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada lingkup Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan.
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BAB II
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)
Pasal 2
Setiap  pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan yang melihat atau mengetahui
adanya Pelanggaran, wajib melaporkannya kepada
Inspektorat;
Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya
Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap
pelayanan yang diberikan oleh pejabat/ pegawai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dapat

melaporkannya kepada Inspektorat.

Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung
maupun tidak langsung kepada Inspektorat;
Penyampaian laporan secara langsung dapat dilakukan
melalui Saluran Pengaduan yang berupa help desk yang
wajib disediakan oleh Inspektorat;
Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat
dilakukan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon,
faksimili, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak
pengaduan, surat elektronik (email), media sosial, dan
media lain yang wajib disediakan oleh Inspektorat;
Inspektorat wajib mempublikasikan Saluran Pengaduan
yang dimiliki Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) pada papan pengumuman resmi di masing-
masing kantor pelayanan lingkup Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan atau melalui media lain yang dianggap

perlu.

Pasal 4

Dalam pengelolaan Pengaduan, Inspektorat mempunyai

kewajiban sebagai berikut:

a. Mengadministrasikan Pengaduan;



.

b. Menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau
tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;

c. Melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan

d. Membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan

tindak lanjut atas rekomendasi.

Pasal 5

(1) Inspektorat dengan  pertimbangan  tertentu  dapat
melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada
Pejabat Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah
Terlapor/Teradu yang berwenang menindaklanjuti.

(2) Pejabat Eselon II atau Kepala Perangkat Daerah
Terlapor/Teradu yang mendapatkan pelimpahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti
penyelesaian Pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada

Inspektorat sebagai pihak yang memberikan pelimpahan.

Pasal 6
Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
dapat berupa:
a. Penjatuhan hukuman disiplin;
b. Pengembalian kerugian negara/daerah oleh
Terlapor/Teradu;

c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Aparat Penegak

Hukum.

Pasal 7

(1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu
hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang, wajib
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan
hukuman disiplin.

(2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil

pemeriksaan tersebut.
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(3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan
tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin
kepada Inspektorat Daerah.

(4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin
yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin
atas usul Inspektur Daerah kepada Bupati.

(5) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin tingkat
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
diteruskan kepada Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS

lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 8
Rekomendasi  berupa  pengembalian  kerugian  Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan
kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c¢ dilakukan dalam hal hasil
pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum atau tindak
pidana korupsi.

(2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Inspektorat atas

persetujuan Bupati.

Pasal 10

(1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor
Pelanggaran (whistleblower).

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor
Pelanggaran (whistleblower).

(3) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor
Pelanggaran (whistleblower) untuk keperluan penyidikan

dan persidangan.



Pasal 11
Inspektorat wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan

Pengaduan secara triwulan atau sewaktu-waktu kepada Bupati.

Pasal 12
Dalam hal Pelapor Pelanggaran (whistleblower) meminta
penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan
yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan
mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran

(whistleblower) tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 65

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN




